






2.1. Pemerintahan Desa 
Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan UU tentang 
pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal- 
usulnya. UU ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan 
kemandirian kepada pemerintahan desa. Sehingga masyarakat desa disebut 
sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan 
desa yang mengatur diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan 
tatanan pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum 
Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk 
mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki. Tujuannya 
untuk menciptakan pemerintahan desa yang mampu menyejahterakan rakyat 
tataran bawah.  
Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok 
manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang 
ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, 
sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur 
tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerahdaerah lain (Sidik 
Purnama, 2016). 
 
Otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh yang dimiliki oleh desa, 
dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak 
yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai strata 
lebih tinggi. Sedangan Hak Bawaan merupakan hak yang diperoleh oleh unit 
pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, 
termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum 
 
20  
lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi 
asli yang dimiliki oleh desa tersebut.  
Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu 
wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian 
peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah 
pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Pemerintahan desa 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 
menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Zakaria 
dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3). 
 
Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 3 tentang desa, terdapat 
asas-asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan :  
1. Asas Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.  
2. Asas Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan  
pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat.  
3. Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai 
yang berlaku di masyarakat desa, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama 
dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.  
Di samping itu, tujuan dari adanya otonomi desa, pada pasal 4 :  
1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada 
sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  
2. Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh  
rakyat Indonesia.  
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada di  
lingkungan masyarakat.  
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4. Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk 
mengembangkan potensi yang ada di desa yang bertujuan untuk 
menyejahterakan masyarakat.  
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional secara efektif dan efisien, 
serta bertanggung jawab.  
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami pemerintah desa memiliki 
peran besar dalam pengelolaan dana desa. Sehingga pengelolaan tersebut menjadi 
hak dan kewajiban desa dalam mengelola sesuai dengan kebutuhan masing 
masing Pemerintahaan Desa.  
2.2. Pengelolaan Dana Desa 
Sebelum membahas terkait dengan pengelolaan dana desa, penelitian ini 
menjelasakan terkait dengan pengertian keuangan desa. Pengertian keuangan desa 
menurut UU desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan 
hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, 
belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang 
baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan penanggungjawaban. Dengan periodisasi satu tahun 
anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Puspawijaya, 
2016). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa 
diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai 
dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai 
keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa 
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tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah 
menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang 
bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis 
desa secara merata dan berkeadilan (Saibani, 2014). 
Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa, 
berikut ini penulis uraikan beberapa peraturan yang mengatur tentang dana desa. 
Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa 
pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan 
kepentingan masyarakat setempat.  
Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara 
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa 
pasal 22 ayat 2 berbunyi:  
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya bahan baku 
lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari 
masyarakat desa setempat. Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang 
peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu: dana desa 
adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran 
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  
 
Kemudian seiring dengan pelaksnaan UU Desa, dukungan produk hukum 
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pada PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 
Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 
Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke 
kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di 
atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan 
untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.  
2.2.1. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1012) diubah sebagai berikut: 
Kegiatan pelayanan sosial dasar 
A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana 
dan prasarana dasar untuk pemenuhankebutuhan:  
a) Lingkungan pemukiman;  
b) Transportasi;  
c) Energi 
d) Informasi Dan Komunikasi; Dan  
e) Sosial.  
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B. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana 
dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan 
serta peningkatan kualitas: 
a) Kesehatan Dan Gizi Masyarakat; Dan  
b) Pendidikan Dan Kebudayaan 
C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana 
dan prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi:  
a) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk 
ketahanan pangan;  
b) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca 
panen; dan  
c) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan 
berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang 
difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. 
D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana 
dan prasarana lingkungan alam untuk:  
a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;  
b) penanganan bencana alam dan non alam; dan  
c) pelestarian lingkungan hidup. 
E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana 
dan prasarana lingkungan sosial untuk:  
a) konflik sosial; dan  
b) bencana sosial. 
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Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini 
dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa 
dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. 
2.2.2. Prinsip-Prinsip Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada 
prinsip:  
1) Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih 
mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar 
masyarakat Desa;  
2) Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa 
tanpa membeda-bedakan; 3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa;  
3) Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) 
sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik 
penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.  
4) Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta 
masyarakat Desa;  
5) Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan 
kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.  
6) Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan 
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam 




2.2.3. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa  
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana Desa  
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana transportasi, antara lain:  
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan 
prasarana ekonomi 
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan 
menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya 
5. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang 
demokratis dan berkeadilan sosial 
Dalam aspek penelitian ini lebih difokuskan dalam pengelolaan dana desa 
secara akuntabilitas, dan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat. 
Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan 
control, terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan 
menyampaikannnya secara transparan kepada masyarakat Arfiyad (2008) 
oleh Riantiarno dan Azlina (563: 2011). Menurut Ndraha dikutip oleh 
Rahmanurrasjid (2008:79) konsep akuntabilitas berawal dari konsep 
pertanggungjawaban, dan wewenang itu sendiri diartikan sebagai 
kekuasan yang sah. 
 
Indikator akuntabilitas yang ingin diukur adalah dimulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 
Tahapan dalam pengelolaan Dana Desa berpedoman pada asas-asas pengelolaan 
keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 
tertib dan disiplin anggaran yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 




a. Tahap Perencanaan 
Tahap perencanaan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi 
masyarakat yang ada di Desa. Perencanaan Dana Desa dimulai dari Kepala Desa 
selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk 
membahas rencana program Dana Desa, yang dihadiri unsur pemerintahan desa, 
Badan Perrmusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas 
tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Hasil 
musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) 
sebagai salah satu bahan penyusunan APBDes. Dalam tahap perencanaan ini, 
masyarakat desa dapat mengakses suatu kebijakan dan ikut berpartisipasi dalam 
proses pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa.  
Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, (2015), 
Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 
kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan 
Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun.  
Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah 
sebagai berikut:  
1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa 
menyampaikan kepada Kepala Desa.  
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2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala 
Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih 
lanjut.  
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan 
kesepakatantersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.  
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati 
bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada 
Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga 
hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat 
mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
kepada Camat atau Sebutan Lain.  
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa 
paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota 
tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku 
dengan sendirinya. 
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja 
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.  
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan 
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka 
kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja 
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.  
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8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan 
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan 
Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.  
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu 
APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala 
Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional 
penyelenggaraan Pemerintah Desa.  
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 
7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama 
BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud. 
Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, perencanaan 
pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah 
desa yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.  
b. Tahap Pelaksanaan 
Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. 
Pelaksanaan kegiatan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Dana 
Desa sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya untuk 
mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka 
setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan 
Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Tim Pelaksana Desa 
mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabakan kinerjanya selama 
pelaksanaan kegiatan Dana Desa.  
Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015), 
pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan 
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pengeluaran desa yaitu melalui Rekening Kas Desa. Dimana pencairan 
dana harus ditandangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Setiap 
penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang sah dan 
lengkap.  
 
Adapun terdapat pendapat lain dengan tahapan pengelolaan keuangan desa dalam 
aspek pelaksanaan Menurut Sujarweni (2015:19) terdapat beberapa aturan dalam 
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:  
1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 
selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.  
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu 
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.  
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan 
Bupati/Walikota.  
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat 
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.  
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat 
mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan 
Kepala Desa.  
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian 
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.  
7. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk 
melaksanakankegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana 
Anggaran Biaya.  
8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan 
oleh Kepala Desa. 9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap 
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tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja 
kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan 
sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.  
9. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh 
dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terrdiri 
atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab 
belanja; dan lampiran bukti transaksi.  
10. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian 
Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara 
melakukan pembayaran.  
11. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.  
12. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik 
kesimpulannya bahwa pelaksanaan adalah sebuah rencana yang sudah disusun 
secara matang untuk mendapatkan hasil atau keinginan yang di harapkan. 
c. Tahap Penatausahaan 
Tahap penatausahaan dilakukan secara akuntabel. Penatausahaan adalah 
kegiatan yang khusus dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib 
melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir 
bulan secara tertib, serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
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pertanggungjawaban. Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang 
dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, 
buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban 
bendahara. 
Menurut Hamzah (2015:35) Kepala desa dalam melaksanakan 
penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. 
Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun 
anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara 
adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan 
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan 
APBDes. 
 
Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis 
atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan dilakukan dengan 
menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank 
(Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Sesuai pasal 35 Permendagri 
No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib 
mempertanggungjawabkan uang dengan melalui laporan pertanggungjawaban. 
Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya kepada Kepala Desa. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan 
tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku 
Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan 
bersama dengan Kepala Desa.  
d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam 
pengelolaan keuang desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan 
laporan (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Laporan 
Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap 
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semester yaitu untuk semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli 
tahun anggaran berjalan dan untuk semester dua paling lambat minggu keempat 
bulan Januari tahun berikutnya. Penyampaian Laporan Realiasasi Pelaksanaan 
APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari Laporan Semester 
Pertama yang penyampaian paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan 
Laporan Semester Akhir Tahun, yang penyampaiannya pada akhir bulan Januari 
tahun berikutnya.  
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, 
kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:  
1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada 
Bupati/Walikota berupa:  
a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi 
APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan 
Juli tahun berjalan.  
b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat 
pada akhir bulan januari tahun berikutnya.  
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
(LPPD)setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.  
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDesa pada 
akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.  
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah 
desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. 
Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik 
kesimpulannya bahwa pelaporan adalah suatu kegiatan 
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penyampaian laporan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan 
sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan selama satu 
periode terntentu. 
Adapun secara penjelasan dapat dipahami bahwa, Kepala Desa 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 
kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban Dana 
Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai 
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa. Namun demikian Tim Pelaksana Dana Desa wajib melaporkan pelaksanaan 
Dana Desa berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan 
dan penyerapan dana, serta laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan 
Dana Desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang 
disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. 
2.3. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Riyadi (dalam 
Mamesah, 2015) mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses kegiatan 
perubahan yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan sesuai dengan yang 
direncanakan. Sedangkan menurut Yuwono (dalam Huruta & Sasongko, 2017) 
pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu kondisi yang 
dipandang lebih bernilai. Pembangunan menurut Nasution (dalam Hasanah, 2017) 
yaitu, kemampuan untuk berkembang secara sosial, ekonomi, politik ditingkat dan 
didalam semua komponen masyarakat secara memungkinkan bangsa yang 
bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan pengangguran dan ketimpangan lalu 




Menurut Wahjudin (2011) pemberdayaan adalah usaha yang dilaksanakan 
dari unsur yang berasal dari luar tatanan sehingga tatanan tersebut dapat 
dikembangkan. Menurut Noor (2011) Pemberdayaan masyarakat adalah strategi 
dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat untuk 
membangun pemikiran baru dalam pembangunan yang bersifat participatory. 
Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005, h.25) 
pada dasarnya yaitu untuk membantu pengmbangan manusiawi yang 
otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan 
kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut 
secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta 
dalam pengembangan masyarakat.  
 
Menurut Elliot dalam Sumaryadi (2005, h.150) ada tiga strategi 
pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain: (a) 
the walfare approach yaitu membantu memberikan bantuan kepada 
kelompokkelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana 
alam dan pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam 
menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, (b) the development approach, 
pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan 
kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat, (c) the empowerment 
approach, pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan 
berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi 
ketidakberdayaannya. 
Nugroho (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan 
upaya untuk  memandirikan  masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan 
yang mereka  miliki.  Pemberdayaan menunju kepada kemampuan orang, 
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khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 
kemampuan 
dalam: 
1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 
(freedom), dalam arti bukan saja hanya bebas mengemukakan  pendapat, 
melainkan bebas dari kelaparan,bebas dari kebodohan,bebas dari 
kesakitan. 
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 
meningkatkan  pendapatannya  dan memperoleh barang-barang dan jasa- 
jasa yang mereka perlukan. 
3. Berpartsipasi  dalam  proses  pembangunan  dan  keputusan-keputusan 
yang mempengaruhi mereka. Permendagri  RI Nomor 7 Tahun 2007 
tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan 
masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan  
masyarakat  sebagai  upaya untuk   mewujudkan kemampuan dan 
kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  
Inti  pengertian pemberdayaan  masyarakat  merupakan strategi untuk 
mewujudkan kemampuan dan kemandirian  masyarakat.  Pemberdayaan 
merupakan  proses  pembangunan  dalam meningkatkan  harkat  dan  
martabat  serta kesejahteraan manusia. Indikator  yang  digunakan untuk 
mengukur  pemberdayaan  masyarakat menurut Nugroho (2013) terdapat 4 







Dalam hal ini akses yang dimaksud adalah kemudahan masyarakat dalam 
mengakses program-program pemberdayaan  masyarakat  yang  diadakan  oleh 
pemerintah  desa,  sehingga  masyarakat dapat  pro  aktif  dan  tidak  tertinggal. 
Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah semua warga masyarakat, baik itu 
masyarakat biasa maupun aparatur desa, sama sama memiliki hak yang sama 
dalam memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada. Selain itu, kontrol yang  
dilakukan  secara terus menerus oleh pihak yang berwenang juga   dapat    
membantu   keefektifan pemberdayaan  masyarakat,  agar  sesuai sasaran,  
sehingga  akan  memberikan manfaat  yang  positif  bagi  masyarakat maupun  
pihak  aparatur  desa  sendiri (Nugroho, 2013). 
